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ABSTRAK 

Undang undang peraturan pemerintah No 40 Tahun 1996 berisikan tentang 

hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak guna pakai atas tanah adalah hak 

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok agraria. didalam peraturan pemerintah nomor 40 

tahun 1996, yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah harus warga negara 

indonesia dan badan hukum yang dididrikan menurut hukum indonesia dan 

berkedudukan di indoneia. tanah yang dapat diberikan dengan HGU telah diatur 

luas minimum nya yaitu 5 hektar. dan luas maksimum yang dapat diberikan 

kepada perorangan adalah 25 hektar. dalam hal tanah yang akan diberikan 

dengan HGU adalah tanah negara yang merupakan daerah hutan, maka 

pemberian HGU dapat dilaksanakan setelah tanah yang bersangkutan diberikan 

setatusnya sebagai kawasan hutan. 

Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dilakukan lembaga adat 

kenegerian Senama Nenek dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang 

terjadi antara masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek,Bagaimanakah Status 

tanah hak ulayat yang semula di kuasai oleh PTPN V. Penelitain ini merupakan 

penelitian yuridis empiris yang bersifat pendekatan deskriftif. desa Senama 

Nenek yang dikuasai oleh PTPN V Sei Kencana untuk dijadikan perkebunan 

kelapa sawit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahan wilayat atau lahan adat 

masyarakat Desa Senama nenek maksalah yang timbul dari penelitian ini adalah 

faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya konflik lahan Desa 

Senama nenek dan bagaimana cara menyelesaikan konflik lahan tersebut, 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar 

Hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai adalah hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

peraturan dasar hukum undang-undang pokok agraria.  hak pengelolaan adalah 

hak menguasai dari negera yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya. Sertifikat adalah tanda bukti hak yang 

dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang hukum Pokok agraria. uang Masuk 

adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh penerima hak pada saat 

pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai serta 

perpanjangan dan pembaharuannya. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat 

umum yang bisa diberi kewenangan membuat akta-akta tanah. 

Penyelesaian sengketa lahan diluar hak guna usaha dilakukan 

secaranonlitigasi yaitu upaya masyarakat melakuan mediasi dengan pihak 

perusahaandifasilitasi oleh pemerintah, dan timbulnya habatan dan dampak yang 

terjadi akibat kepentingan kepentingan kelompok yang terlibat dalam panitia 

peyelesaian. 

Kata_ Kunct : Penyelesaian Sengketa Lahan diluar Hak Guna Usaha
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ABSTRACT 

 Government regulation law No. 40 of 1996 contains the right to 

cultivate, the right to build and the right to use the land is the right to land as 

referred to in law number 5 of 1960 concerning basic agrarian regulations. In 

government regulation number 40 of 1996, those who can have a hak guna-usaha 

are Indonesian citizens and legal entities that were established according to 

Indonesian law and domiciled in Indonesia. The minimum area of land that can be 

granted with HGU has been set at 5 hectares. and the maximum area that can be 

given to individuals is 25 hectares. in the event that the land to be granted with the 

HGU is state land which is a forest area, the granting of the HGU can be carried 

out after the land in question has been granted status as a forest area. 

 How is the dispute resolution carried out by the Senama Grandma 

traditional land institution in the settlement of ulayat land disputes that occurred 

between the Kenegerian Senama Granny indigenous peoples, What is the status of 

ulayat land which was originally controlled by PTPN V. This research is an 

empirical juridical research with a descriptive approach. Senama Grandma village 

which is controlled by PTPN V Sei Kencana to be used as an oil palm plantation. 

This research is motivated by the wilayat land or customary land of the Senama 

grandmother village community. The problems that arise from this research are 

what factors are behind the occurrence of land conflicts in Senama grandmother 

village and how to resolve the land conflicts. This research was carried out in 

Senama grandmother village. Tapung Hulu District, Kampar Regency 

 Cultivation rights, building rights and use rights are rights to land as 

referred to in law number 5 of 1960 concerning the basic legal regulations of the 

main agrarian law. management right is the right of control of the state whose 

implementation authority is partially delegated to the holder. Certificate is proof 

of rights as referred to in Article 19 of the Basic Agrarian Law. Entry money is 

the amount of money that must be paid by the recipient of the right at the time of 

granting the Right to Cultivate, Right to Build and Right to Use as well as their 

extension and renewal. Land Deed Making Official is a public official who can be 

given the authority to make land deeds. 

 Settlement of land disputes outside of land use rights is carried out non-

litigation, namely the community's efforts to mediate with the company facilitated 

by the government, and the emergence of obstacles and impacts that occur due to 

the interests of the groups involved in the settlement committee. 

Kata_ Kunct : Settlement of Land Disputes outside the Right to Cultivate 
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